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   BAB   I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, antara lain menyangkut masalah sumberdaya manusia,
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan menghadapi globalisasi, Indonesia dalam kancah persaingan menurut World  Competitiveness Report menempati urutan ke – 45  atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, dibawah  Singapura (8), Malayasia (34), Cina (35), Pilipina (38) dan Thailand (40).
Dalam konteks ini  telah kita maklumi bahwa dalam kehidupan satu lembaga baik lembaga yang berbasis bisnis atau lembaga  sosial lainnya,  kegiatan ekonomi  tidak  terlepas dari  konstelasi dan aturan main  manajemen misalnya organisasi, motivasi, disiplin pegawai, kompetensi pegawai dan lain faktor yang dalam interaksinya bisa mempengaruhi kinerja baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi (Kinerja Perusahaan), dimana mata rantai sistemik selanjutnya akan berimplikasi kepada produktivitas dan daya saing. Dalam  Tabel 1.1, digambarkan data empirik yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Tabel  1.1
Posisi Daya Saing Indonesia Tahun 2004
	ITEM
	TAHUN 2004
	SUMBER

	Daya saing Bangsa.
	49 dari 49 negara berkembang
	World Economic Forum

	Daya Saing SDM.
	48 dari 49 negara berkembang
	World Economic Forum

	Human Development Index ( HDI).
	112   dari 177  negara
	United Nation Developtmen Program

	Tingkat Produktivitas
	No.2 Terendah di Asia setelah Banglades.


	World Economic Forum

	KKN
	Nomor.2 di Dunia.

	World Economic Forum

	Daya tarik investasi
	No. Terakhir di negara Asean
	General Competeitive Report


Sumber  : Sidik Priadana MSDM (2006:17)
          Dalam rangka menghadapi persaingan tersebut, dipastikan dibutuhkan pembiayaan, baik untuk  menjalankan roda pemerintahan maupun  untuk pembangunan   dengan jumlah  dana yang  tidak sedikit.   Telah kita ketahui  bahwa sampai saat ini, sumber dana  untuk kebutuhan tersebut, yang paling utama adalah iuran dari masyarakat Indonesia sendiri yang berupa pajak; sedangkan sumber dana pembangunan dari sektor lain misalnya  penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman dan atau hibah dari luar negeri, tidak memadai dan  tidak pasti; sementara Pemerintah mengakui bahwa rasio perpajakan (Tax Ratio ) masih rendah, yaitu  baru sekitar 13 % - 13,5 %    dibandingkan dengan negara-negara  Asean Lainnya. ( Direktorat Jenderal Pajak  2012 ) 
Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan beberapa negara di Asia Tenggara dapat dilihat dalam tabel 1.2  berikut :
Tabel. 1.2  

Perbandingan  Tax Ratio Indonesia  dengan Negara-negara Asia Tenggara

	No
	Negara
	Tax  Ratio

	1.
	Indonesia
	13,30   %

	2.
	Malayasia
	20,17   %

	3
	Singapura
	22,44   %

	4
	Cina
	17.00   %

	5
	Thailan
	17,28   %

	6
	Myamar
	  5,50   %

	7
	Philipina
	 30,00  %


       Sumber   :  Ditjen Pajak  (Kompas Forum 2012).
Memperhatikan fenomena tersebut , upaya yang semakin keras dari Pemerintah Indonesia nampaknya menjadi keharusan mutlak, agar kebutuhan sebagaimana telah disebutkan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, dan hal ini sulit untuk bisa dicapai  bilamana tidak disertai peningkatan kinerja  dari segala sektor.     
Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam kerangka meningkatkan kinerja, dan daya saing SDM, antara lain  melalui kebijakan-kebijakan, dalam konteks ini di bidang Pajak penghasilan khusunya sektor pajak penghasilan karyawan  yang diatur dalam pasal 21, dan pasal 26. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, yang diharapkan dengan ketentuan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan dapat mendorong kesadaran untuk membayar pajak dan untuk peningkatan  kinerja  disektor-sektor terkait lainnya. ( Nerre ,2001,17 ).
             Selanjutnya, per 1 Januari 2009 telah diberlakukan  Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dan aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PPh atas penghasilan karyawan antara lain adalah :
1. PERATURAN  PEMERINTAH  No,68 Tahun 2009.

2. PERATURAN  PEMERINTAH No.252/PMK.03/2008.

3. PERMENKEU NO. 254/PMK.03/2008.

4. PERMENKEU NO. 16/PMK.O3/2010 

5. PERDIRJEN  PAJAK NO. PER-31/PJ/2009.

6. PERDIRJEN PAJAK  NO. PER- 57/ PJ/ 2009.
Data empirik kinerja dibidang penerimaan Pajak dalam Negeri bedasarkan realisasi APBN  tahun 2005 s/d 2010  terlihat dalam  tabel 1.3  sebagai berikut :
                                     Tabel. 1.3

Realisasi Penerimaan Pajak Nasional dalam Milyar Rupiah
	KTR
	2005

LKPP
	2006

LKPP
	2007

LKPP
	2008

LKPP
	2009

APBN
	2010

RAPBN

	Pajak dalam negeri
	331.79.
	395.971,5
	470.051,8
	622.358,7
	601.251,8
	720.764,5


Sumber  Data  : Pokok APBN 2005 – 2010  Kementrian  Keuangan  RI
Sedangkan rencana penerimaan pajak tahun 2010 yang menjadi kewajiban Kantor wilayah DJP Jawa Barat I  terlihat dalam tabel. 1.4  berikut.
Tabel. 1.4.

Rencana Penerimaan Per Jenis Pajak Kanwil DJP Jabar I Tahun 2010 dalam Jutaan
	JENIS  PAJAK
	JUMLAH
	KETERANGAN

	PPH OP
	 214.075
	       

	PPH.  Ps.21
	2.052.959,-
	

	PPH NON MIGAS LAIN
	4.479.560
	

	PPN & PPn. BM
	3.778.637
	

	PAJAK LAINNYA
	 195.763
	

	PBB.
	  990.639.
	

	BPHTB
	  492.856
	TOTAL 12.204,488


Sumber  Kep. Dirjen Pajak No. KEP.-279/PJ./2010 tanggal 01 Juli 2010.

Pada Tabel 1.4  dapat dibaca bahwa realisasi penerimaan  pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dari sektor  pajak penghasilan karyawan ( PPh. Pasal 21.) untuk tahun anggaran 2010 hanya Rp, 2.052.959 juta  ( 6,82 % ) dari total penerimaan pajak  Kanwil DJP jawa Barat I tahun 2010, gambaran tersebut  belum memberikan  gambaran tingkat kinerja dibidang pemasukan pajak yang baik.
Dalam konteks analisis  ini peneliti mempunyai pendapat bahwa  hipotetikal beberapa faktor manajemen yaitu, faktor motivasi, faktor kompetensi para karyawan, disiplin kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja dipandang cukup dominan, sedangkan pemahaman regulasi dibidang perpajakan berpengaruh langsung terhadap kesadaran karyawan untuk membayar pajak sehingga arah penelitian consern terhadap variabel -variabel tersebut.

Namun dengan pemikiran tersebut, tidak diartikan  bahwa  faktor- faktor lain misalnya organisasi, kompensasi, kepemimpinan, budaya organisasi, konflik dan sebagainya dipandang tidak ikut berperan dalam mempengaruhi kinerja, mengingat adanya pembatasan dalam analisis, faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang tidak diteliti.  
          Kesimpulan yang dapat dikemukakan, dalam konteks analisis ini, peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja, kompetensi, disiplin kerja karyawan, sedangkan  diluar ranah MSDM adalah pemahaman karyawan atas regulasi  perpajakan berpengaruh langsung terhadap Kesadaran karyawan untuk membayar Pajak penghasilan  ( PPh ), hal – hal tersebut dengan pemikiran  sebagai berikut :
         Bahwa setiap tindakan manusia mempunyai tujuan atau target yang diinginkan yang mendorong timbulnya motivasi baik disadari maupun tidak, dengan demikian pekerjaan atau kegiatan karyawan dapat dipastikan dilatar-belakangi adanya motivasi misalya ingin mendapatkan gaji atau upah yang layak, kepuasan  pribadi dari apa yang dikerjakannya dan lain sebagainya. Dalam konteks ini yang menjadi obyek penelitian terdiri dari karyawan perusahaan-perusahaan dengan investasi yang cukup besar, dan jumlah karyawan yang cukup besar.
          Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, terutama di perusahaan-perusahaan non PMA / non BUMN  misalnya pabrik garmen, pabrik tekstil, aspek motivasi karyawan dalam melaksanakan kerja masih belum memenuhi standar tingkat motivasi yang seharusnya,  antara lain  di antara para karyawan di beberapa perusahaan garmen disinyalir masih banyak yang kurang mempunyai  rasa tanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan, mereka bekerja hanya sekedar bekerja tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap produksi akhir;  di perusahaan PMA, insidentil masih terjadi konflik seperti  komplain dan unjuk rasa walau dalam sekala kecil dari karyawan dengan alasan ketidak puasan atas perlakuan fihak manajemen yang diskrimintatif atas perlakuan terhadap karyawan lokal dan karyawan ekspatriate, hal ini menandakan  bahwa  tingkat motivasi para karyawan tersebut masih diperlukan perhatian, pembinaan dan pengembangan kearah standar motivasi yang diperlukan., gambaran data empirik motivasi kerja dapat dilihat dalam tebel 1.5 berikut.
Tabel. 1.5 

 Motivasi  dalam prosen (%)

	NO
	ITEM
	PMA
	BUMN
	PMDN
	STDR

	1
	Dorongan berprestasi
	88
	88
	75
	100

	2
	Hasrat bekerjasama
	85
	85
	68
	100

	3
	Dorongan untuk bekerjasama
	88
	88
	69
	100


           Sumber : hasil penelitian  ( wawancara) 2011.
         Berbicara kompetensi, secara umum kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang  yang ditunjukan oleh kemampuannya agar secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik (Buyung A. Syafei, 2007). Lebih jauh  tentang  kompetensi, kebijakan di  diperusahaan besar, BUMN, PMA, PMDN  dalam perekrutan karyawan, dan aturan main yang menyangkut kompetensi karyawan telah diatur sedemikian rupa sehingga  semua persyaratan formal dan materiil  harus dipenuhi sebagaimana mestinya kecuali untuk karyawan rendahan. Khusus di PMA karyawan yang direkrut tidak hanya karyawan domestik, namun banyak pula karyawan expatriate. Informasi  yang diperoleh pada penelitian  lapangan , di perusahaan non PMA misalnya perusahaan di bidang garmen, tekstil, perekrutan karyawan  khususnya untuk tugas- tugas pekerjaan opersional di lapangan kurang memperhatikan faktor kompetensi sebagaimana mestinya, gambaran data empirik yang diperoleh yang menyangkut kompetnsi karyawan dapat dilihat dalam Tabel 1,6 .
Tabel   1.6.
Tingkat Kompetensi  Karyawan dalam prosen ( % )
	No.
	Pendidikan
	PMA
	BUMN
	PMDN

	1
	Kemampuan yg dimiliki (knowledge)
	25
	20
	22

	2
	Penempatan (Possioning)
	20
	19
	15

	3
	Mempunyai Konsep Sendiri (Self Consept)
	30
	35
	33

	4
	Kodisi yang ada
	75
	74
	60

	
	Harapan ideal
	100
	100
	100


         Sumber :   hasil penelitian tahun 2011.
          Mengenai disiplin kerja dipandang cukup dominan didalam menciptakan kinerja yang baik, efektif dan efisien, kedisiplinan  dalam pelaksanan tugas sangat menentukan keberhasilan suatu misi, oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, peneliti menjadikan kedisiplinan dalam bekerja sebagai salah satu variable   independen yang penting.
            Fakta umum pada penelitian di lapangan, didapat informasi bahwa tingkat disiplin kerja para  karyawan khsusunya di perusahaan PMA, BUMN dan perusahaan besar lainnya cukup memadai karena pengawasan kedisiplinan  dalam bekerja sudah cukup canggih, misalnya dalam pengawasan kehadiran telah menggunakan  peralatan elektronik telapak tangan.
 Di perusahaan Non-PMA,non BUMN pelanggran disiplin per bulan mendekati angka kurang lebih 5 %; pelanggaran lain yang menyangkut kedisiplinan  mencapai kurang lebih 6 % (hasil wawancara ), hal ini merupakan indikasi bahwa faktor disiplin dalam bekerja perlu mendapat perhatian dan penelusuran agar problema tingkat kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan tugas bisa memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku  data empirik yang menyangkut kedisiplinan karyawan dapat dilihat dalam Tabel. 1.7 dihalaman berikut.
Tabel. 1.7
Disiplin kerja dalam prosen ( %)
	NO
	ITEM
	PMA
	BUMN
	PMDN
	STDR

	1
	Kehadiran / absensi.I

	95
	98
	75
	100

	2
	Ketaatan/ kepatuhan pada aturan kerja.


	98
	98
	78
	100

	3
	Pengenaan sanksi.

	2
	3
	8
	100



         Sumber : Hasil Penelitian  tahun 2011.
          Pemahaman terhadap Regulasi perpajakan dalam koteks ini, terfokus pada pemahaman  regulasi  pada sektor Pajak Penghasilan karyawan yang diatur dalam  (PPh. Pasal 21, pasal 26) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan undang-undang Nomor 28 Thun 2007 Tentang KUP.

Dalam konteks pemahaman terhadap  ketentuan, dan aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan antara lain, menynagkut kewajiban NPWP, kewajiban mengisi SPT Tahunan  dan pemahaman berupa  pemberian keringanan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar para karyawan, pengenaan tarif pajak dan sebagainya, dimana secara teknis pemungutan  dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji  oleh bendaharawan; hal tersebut merupakan indikator sampai sejauhmana ketaatan wajib pajak, dalam hal ini karyawan mau menaati ketentuan-ketentuan tersebut yang selanjutnya pemahaman ketentuan Perpajakan ini dengan  karakteristik undang-undang yang sifatnya  memaksa dan tidak bisa dihindari akan memberikan pengaruh terhadap kewajiban dan kesadaran karyawan untuk membayar Pajak pajak khususnya Pajak Penghasilan ( PPh ).
             Tidak ada teori khusus yang menganalisis tentang masalah ini, hanya hasil kajian Nere dan Azas pemungtan pajak dengan berdasar  Teori bakti   pajak mutlak  ( Fritz Neumark dalam Siti Kurnia Rahayu, 2003, 63 ); perlu diketahui pula bahwa hal ini legal formal  merupakan implementasi dan kuasa dari ketentuan  undang-undang yang sifatnya memaksa dan tidak bisa dihindarkan.

       Bahwa pemungutan dengan cara pemotongan atas gaji / penghasilan karyawan ini, dipastikan  akan berpengaruh pada  jumlah penghasilan (Take home pay) yang akan berkurang sesuai jumlah pajak yang terutang, tatkala jumlah pajak ini cukup besar padahal disisi lain penghasilan ini merupakan hasil kerja keras karyawan itu, maka  regulasi perpajakan yang akan menghasilkan jumlah pajak yang terutang ini  perlu difahami oleh wajib pajak; karena sedikit banyak akan mempengaruhi pengertian dan kesadaran karyawan unutk membayar pajak ( Tax Complience ) yang bersangkutan, sampai sejauh mana tingkat pengaruh ini akan merupakan masalah yang  menjadi bahan penelitian.
           Hasil penelitian menunjukan bahwa  pada umumnya hal tersebut  belum dicapai  sebagaimana mestinya / masih rendah, Dirjen Pajak menginformasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dari 55 juta wajib pajak pribadi, baru 9 juta ( 16,37%)   yang taat membayar pajak ( Harian Tempo 16 Juli 2012.)

Sebagai gambaran data empirik tentang jumlah wajib pajak, dan kewajiban pengisian SPT akhir dapat dilihat dalam Tabel 1.8 
Tabel. 1.8

Jumlah Wajib Pajak Nasional yang memenuhi kewajiban 

SPT tahun 2010

	Uraian

	Wajib pajak orang  Pribadi
	Wajib pajak Badan

	Terdaftar

	55  juta
	16,37  juta

	Memasukan SPT
	33.%
	34  %


         Sumber : Ditjen Pajak 2012.
        Barbicara mengenai kinerja, yang dimaksud Kinerja dalam konteks penelitian ini, adalah  kinerja karyawan, yang selanjutnya keseluruhan  kinerja  karyawan ini akan  membentuk kinerja organisasi  (Kinerja Perusahaan) karena prilaku individu dalam suatu organisasi dan bagaimana    perilaku mereka  akan  mempengaruhi kinerja perusahaan.  (Stephen P.Robin dan Thimothy A. Judge, 2007 -12)  

          Sebagai data empirik yang relevan gambaran tingkat kinerja, dalam  di bidang industri serat, garmen, tenun dan rajut, finishing  dapat dilihat dalam tabel.1.9. sedangkan gambaran kinerja  yang menyangkut kuantitas dan kualitas kinerja Perusahaan yang diteliti dapat dibaca dalam Tabel. 1.10
Tabel. 1.9
Proyeksi kapasitas produksi dan nilai ekspor industri TPT  Indonesia 2010

	JENIS INDUSTRI
	KAPAITAS 

PRODUKSI

 /JUTAAN TON
	JUMLAH
	NILAI EKSPOR DLM 

USD MILYAR
	JUMLAH

	Tahun
	2003
	2010
	2003
	2010

	Serat/Fibre
	1.04
	1.76
	-
	-

	Pemintalan
	23
	3.2
	1.5
	3

	Tenun dan rajut
	1.72
	25
	-
	-

	Finishing
	152
	2.5
	152
	3

	Garmen
	059
	095
	393
	8

	TOTAL
	717
	1091
	695
	14


      Sumber : Asosiasi Pertekstilan Indonesia   2010
Tabel. 1,10

 Tingkat kinerja Karyawan  dari perusahaan yang diteliti

Dalam  %  Tahun 2010 
	Jenis Perusahaan
	quality of work.
	quantity of work
	Job knowledge 
	Coopertion
	Pencapaian
	Target

	PMA
	21,7
	19,3
	22,32
	22,3
	85,62
	100

	BUMN
	17,4
	20,33
	21,3
	17,1
	76,13
	100

	Non PMA & PMDN
	16,2
	22,8
	18,4
	  20,2
	77,6
	100


     Sumber   : Hasil Penlitian Lapangan.
            Perangkaan tersebut dalam Tabel 1.10  hanya dari  perusahaan-perusahaan  yang diteliti, Perangkaan dalam tabel 1.9, 1.10  menunjukan bahwa  kinerja karyawan  masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Sedangkan  gambaran kinerja secara Nasional di bidang realisasi  penerimaan Pajak rinciannya  digambarkan sebagai berikut .Realisasi penerimaan pajak Dalam Negeri yang berhasil dihimpun selama tahun 2009 menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah sebesar Rp  601.251,8 milyar. Sedangkan penerimaan pajak yang dicantumkan dalam APBN - Perubahan (APBN - P) tahun 2010 adalah sebesar Rp  601.251,8 milyar. Berikut  rincian Pendapatan Negara selama tahun 2009-2010 dan 2011.
Tabel.1.11
.REALISASI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2009 BERDASARKAN LKPP
(dalam milyar rupaih)
	URAIAN
	NILAI

	Pajak Dalam Negeri
	601.251,8

	-PPh
	317.615,0

	1. PPh Migas
	50.043,7

	2. PPh Nonmigas
	267.571,3

	-PPN
	193.067,5

	-PBB
	24.270,2

	-BPHTB
	6.464,5

	-Cukai
	56.718,5

	-Pajak Lainnya
	3.116,0

	Pajak Perdagangan Internasional
	18.670,4

	Bea Masuk
	18.670,4

	Bea Keluar
	565,0

	TOTAL PENERIMAAN PAJAK
	619.922,2

	
	


TABEL. 1.12 
   PENENERIMAAN NEGARA TAHUN 2010  
 BERDASARKAN   APBN-P
	URAIAN
	NILAI

	Pajak Dalam Negeri
	720.764,5

	-PPh
	362.219,0

	1. PPh Migas
	55.382,4

	2. PPh Nonmigas
	306.836,6

	-PPN
	262.963,0

	-PBB
	25.319,2

	-BPHTB
	7.155,5

	-Cukai
	59.265,9

	-Pajak Lainnya
	3.841,9

	Pajak Perdagangan Internasional
	22.561,4

	Bea Masuk
	17.106,8

	Bea Keluar
	5.454,6

	TOTAL PENERIMAAN PAJAK
	743.325,9


TABEL.1 .13
 PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2011

BERDASARKAN    APBN-P
	URAIAN
	NILAI

	Pajak Dalam Negeri
	827.264,2

	-PPh
	420.493,8

	1. PPh Migas
	55.553,6

	2. PPh Nonmigas
	364.940,2

	-PPN
	312.110,0

	-PBB
	27.682,4

	-BPHTB
	0,0

	-Cukai
	62.759,9

	-Pajak Lainnya
	4.200,1

	Pajak Perdagangan Internasional
	23.009,3

	Bea Masuk
	17.902,0

	Bea Keluar
	5.107,3

	TOTAL PENERIMAAN PAJAK
	850.255,5


Sumber: Data Pokok APBN 2009-2011
          Mengenai kesadaran pembayaran Pajak penghasilan yang dimaksudkan adalah kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Tax complience) erat kaitannya dengan pemahaman karyawan atas ketentuan undang-undang perpajakan, antara lain kewajiban mempunyai NPWP, kewajiban mengisi SPT Tahunan dan mengembalikannya ke Kantor Pelayanan Pajak, penyetoran pajak terutang dan pelaksanan laporan masa dan aturan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
        Perlu diketahui bahwa PPh. Pasal 21 ini bisa berpengaruh terhadap  jumlah penerimaan pajak khusunya untuk penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan perseorangan, dilain fihak  akan berimplikasi  terhadap penghasilan karyawan (Take home pay), tabel 1.14 menggambarkan data empirik yang menunjukan kesadaran untuk melakukan kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan.
Tabel. 1.14.

Kesadaran untuk Membayar PPh

	Uraian

	WP. Terdaftar  Orang  Pribadi
	prosentase

	NPWP
	22 .000.000
	100 %

	Laporan SPT
	    18.480.000
	84  %

	Pelunasan
	17.380.000
	79 %

	Keberatan
	    786. 500
	4.%

	Restitusi
	0
	0


         Sumber : Ditjen Pajak, Tempo Mei 2012, Internet.
Perlu disampaikan bawa bahwa penelitian ini dilakukan terhadap para karyawan di perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan berikat dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat pada umumnya merupakan perusahaan yang cukup besar.

2. Jumlah karyawan yang dipekerjakan sudah dipastikan  cukup banyak.

3. Dengan mengambil beberapa perusahaan,  jumlah karyawan yang diteliti sebagai sampel sudah cukup mewakili bagi obyek penelitian.

4. Perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat dalam konteks analisis ini tersebar diwilayah Kanwil DJP Jawa Barat I sehingga  unsur generalisasi tidak terabaikan,

5. Bawa  karakteristik  dan ketentuan  pajak   penghasilan yang diatur dalam pasal 21 UU. PPH Nomor 36 tahun 2008 tidak membedakan pengaturan berdasarkan jenis dan asal karyawan,

6. Pertimbangan lain  antara ialah dalam pelaksanaan penelitian tidak terlalu sulit untuk memperoleh akses, serta   diberikan kemudahan - kemudahan dalam  pelaksanaan penelitian 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan penelitian  dengan judul :
Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan implikasinya kepada kesadaran karyawan untuk membayar Pajak Penghasilan ( PPh).
(Studi Kasus Pada Perusahaan dengan Fasilitas Kawasan Berikat )
   1. 2   Identifikasi Masalah

 
Dalam konteks judul tulisan ini berdasarkan data-data tersebut,  permasalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Penerimaan PPh. Yang bersumber dari sektor Pajak Penghasilan karyawan masih terbatas. 
2. Pemahaman  karyawan terhadap UU Perpajakan   belum optimal.
3. Kesadaran karyawan untuk membayar PPh masih rendah.
4. Sarana untuk  kemudahan pembayaran PPh. Belum optimal.
5. Sistem pemungutan PPh khususnya PPh atas karyawan masih terlalu sulit untuk dipahami.
6. Tingkat pelayanan dari aparatur dalam pelaksanaan pemungutan PPh belum optimal.
7. Dorongan untuk memiliki rasa tanggung jawab, berani menghadapi risiko dan upaya untuk merealisasikan rencana secara serius masih perlu ditingkatkan.
8. Dorongan motivasi  kerja , belum mencapai tingkat yang diharapkan terutama di perusahaan-perusahan non PMA / non BUMN .
9. Faktor Kompetensi karyawan untuk pelaksanaan pekerjaan, terutama karyawan pada perusahaan-perusahaan non PMA / non BUMN, belum memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku  diperusahaan, 
10. Faktor Disiplin kerja karyawan  terutaman di perusahaan Non PMA dan atau Non BUMN , belum memenuhi ketentuan standar disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.  

11. Faktor Pemahaman Regulasi Perpajakan khusunya sektor Pajak Penghasilan Karyawan (PPH Pasal 21, Pasal 26)  belum sepenuhnya  difahami karyawan.
12. Hasil kerja karyawan secara kuantitas dan kualitas  belum optimal.
13. Tingkat kinerja karyawan belum memberikan hasil sesuai harapan .
14. Sosialisasi untuk menggugah kesadaran membayar pajak masih harus  ditingkatkan.
15. Sarana  yang ada untuk pelayanan pembayaran pajak masih sulit untuk difahami dan dilaksanajan oleh WP.
16. Kesadaran masyarakat khususnya karyawan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih  relatif rendah.
1.3 Pembatasan  Masalah 

      Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menyusun   pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan pada  faktor Motivasi kerja, Faktor Kompetensi kerja Karyawan , faktor disiplin kerja karyawan,   Faktor Pemahaman karyawan atas Regulasi Perpajakan yang menyangkut pajak penghasilan atas karyawan, kinerja karyawan dan Kesadaran karyawan untuk membayar PPH.
2. Penelitian menggunakan teknik sampling.

3. Analisis yang digunakan  memakai analisis jalur (Path Analisys).

4. Obyek Penelitian dengan sampel hanya pada karyawan pada  perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat  yang berada di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
1.4 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah tersebut di   atas,  perumusan masalah adalah sebagai berikut :   

1 Bagaimana motivasi kerja, karyawan, diperusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

2 Bagaimana kompetensi karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan berikat.

3 Bagaimana Disiplin kerja  karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

4 Bagaimana pemahaman Regulasi perpajakan para karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan berikat.

5 Bagaimana kinerja karyawan di perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.
6 Bagaimana kesadaran Karyawan  untuk  membayar Pajak Penghasilan ( PPH )  diperusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.
7 Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan  dengan fasilitas Kawasan Berikat.
8 Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.

9 Seberapa besar pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap kinerja  karyawan di perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.

10 Seberapa besar pengaruh Pemahaman  karyawan atas Regulasi perpajakan  terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh di Perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

11 Seberapa  besar  pengaruh simultan Motivasi, kopetensi   disiplin kerja  terhadap kinerja karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.
12 Seberapa besar pengaruh kinerja karyawan terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh. Di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.
13 Seberapa besar pengaruh Pemahaman karyawan atas Regulasi perjakan terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh.

14 Seberapa besar Pengaruh simultan kinerja dan pemahaman karyawan atas Regulasi perpajakan tergadap Kesadaran karyawan untuk membayar PPh di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat. 

1.5 Tujuan  Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan Penelitian ini adalah  untuk mengetahui,  menganalisis dan mengkaji : 

1 Kondisi motivasi kerja karyawan,  di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

2 Kondisi kompetensi kerja karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

3 Kondisi disipilin kerja karyawan di perusahaan dengan fasiltas Kawasan berikat.

4 Kondisi pemahaman regulasi perpajakan dari karyawan di perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.
5 Kondisi Kinerja karyawan di perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat

6 Kondisi Kesadaran karyawan untuk membayar PPH  diperusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.
7 Besaran Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan  dengan fasilitas Kawasan Berikat.

8 Besaran Pengaruh kompetensi  karyawan terhadap kinerja  karyawan di perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.

9 Besaran  Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan dengan fasilitas kawasan berikat.

10 Besaran Pengaruh pemahaman Regulasi perpajakan  terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh   di Perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.

11 Besaran pengaruh simultan variabel, Motivasi, kompetensi , disiplin kerja  terhadap kinerja karyawan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat .

12 Besaran pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Kesadaran karyawan untuk membayar PPh. Di perusahaan dengan fasilitas kawasa berikat.
13 Besaran Pengaruh Pemahaman Karyawan atas Ketentuan Perpajakan terhadap kesadaran karyawan untuk membayar PPh di perusahaan dengan fasilitas Kawasan berikat.
14 Besaran Pengaruh Simultan Variabel Kinerja dan Variabel Pemahaman Karyawan atas Ketntuan Perpajakan di perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat.
1.6.   Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

           Manfaat  penelitian yang dapat dipetik terdiri dari manfaat teoritis  yang berdasarkan kontekstual dan konseptual serta manfaat praktis  yang bisa digunakan oleh  Perusahaan yang bersangkutan  sebagai berikut :
Manfaat  Praktis :
a    Sebagai masukan bagi Perusahaan untuk dijadikan  pertimbangan  secara kontekstual dan konseptual operasional dalam merumuskan  pola pengembangan  Karyawan yang akan datang khusunya yang menyangkut  variabel-variabel penelitian tersebut diatas.
b. Sebagai masukan bagi Pimpinan Perusahaan mengenai  pengelolaan karyawan dalam krangka membina , motivasi,  kompetensi, disiplin, Pemahaman karyawan atas regulasi perpajakan,  kinerja dan kesadaran karyawan untuk membayar PPH, dan faktor lainnya untuk meningkatakan  kinerja dan produktivitas Perusahaan.

c   Untuk negara  merupakan bahan masukan  dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana  efektifitas  kebijakan yang telah diambil.

d   Bagi   Peneliti   dapat  dijadikan  sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian  lanjutan  dalam konteks kebijakan yang telah diberikan Pemerintah dan atau perusahaan.
 Manfaat Teoritis 
  a.    Hasil  penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan  yang relevan dan bahan kajian kearah konsep–konsep  pengembangan  baik  karyawan maupun Perusahaan
  b.    Untuk menambah, meningkatkan dan memperkaya hazanah   ilmu   pengetahuan  khususnya dibidang  Ilmu Manajemen.
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